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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah
menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah
tangga, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di
-------------- Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Pendidikan terakhir SMA, Tempat kediaman di -------------
Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara sebagaimana dalam putusan sela tertangggal 7 Februari 2018 Nomor
0019/Pdt.G/2018/PA.TBK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Sebelum memutus pokok perkara;
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah

pelengkap (suppletoir) yang berbunyi “Wallahi, Demi Allah, saya
bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan dan

semua keterangan yang saya sampaikan di muka sidang adalah benar”;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk
mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, dan telah mengucapkan
sumpah tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan
disampaikan dan telah mengajukan kesimpulan yang isinya tetap pada dalil-
dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka
semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tersebut bersandar pada apa yang
telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengucapkan sumpah
yang dibebankan kepadanya, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian
sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang
menikah secara sah pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2010 Masehi
bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1431 Hijriyah, yang tercatat
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015, mulai tidak
rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering
minum-minuman keras hingga mabuk;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Desember 2015 hingga saat ini selama 2 (dua) tahun 2 (dua)
bulan;

- Bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman
bersama sehingga Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah bibi

Penggugat di Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun,
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Kabupaten Karimun, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal
di rumah kediaman bersama di Kelurahan Teluk Air, Kecamatan
Karimun, Kabupaten Karimun;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah
berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat di Kabupaten
Karimun, yang merupakan termasuk wilayah hukum (yurisdiksi)
kompetensi relatif (relative competentie) Pengadilan Agama Tanjung
Balai Karimun sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami
istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat standi in judicio atau orang
yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun
2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, sehingga
akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan
Desember 2015 hingga saat ini selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan
lamanya, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami, keadaan tersebut
merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
telah pecah (marriage breakdown), sehingga tidak ada harapan untuk
hidup rukun kembali dalam rumah tangga (onheel baar tweespalt) dan

sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam
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hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan

yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan Ilahir dan batin, dan

mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan

yang sia-sia sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik

untuk dilakukan demi menghindari kemudaratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

o.§.)p. .CJu\ Jdu U.o:ayc
3¢ loalua

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudaratan) lebih diutamakan dari menarik
kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil

membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat

bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini
dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal
119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat
terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang
dikuatkan dengan alat bukti P-1, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan
Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap
Penggugat adalah talak 1 (satu) talak bain shugra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi

Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung
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Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan
Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ----------- terhadap
Penggugat ----------

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun
untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 21 Jumadill Awal 1439 Hiyriyah, oleh kami
H. Sulaiman, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan
Adi Sufriadi, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh
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Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
H. Saik, S.Ag., M.H. H. Sulaiman, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Adi Sufriadi, S.H.l.
Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Perincian biaya:
1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 258.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00 .

Jumlah Rp 349.000,00
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